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ABSTRAK

Ailin Rahmadini : Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Provinsi Sumatera Barat

Pembimbing :  Mayar Afriyenti, SE, M.Sc

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan melihat apa saja
masalah dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah
tersebut. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.Penelitian ini adalah penelitian
kualititf dengan pendekatan deskriptif. Dalam hal ini peneliti akan melakukan

observasi, wawancara dan mengumpulkandata-data tertulis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah media
akuntabilitas yang dapat dipakai atau digunakan oleh instansi pemerintah untuk
melaksanakan kewajiban menjawab pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa prosedur dalam penyusunan LAKIP di BPKAD
Provinsi Sumatera Barat berjalan dengan baik, namun masih adanya perbaikan

atau hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan tersebut.

Kata Kunci : LAKIP, akuntabilitas
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BAB1
PENDAHUALUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahwa
Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan
Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai
kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah daerahnya sesuai dengan
program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Undang —Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur tentang sistem
pembagian keuangan yang adil, perposional, demokratis, transparan, dan efisien
dalam  rangka  pendanaan  penyelenggara  Desentralisasi, dengan
mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran
pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu. Berdasarkan
undang undang tersebut telah memberikan kewenangan yang lebih luas
kepadapemerintah. Kewenangan yang dimaksud yaitu keleluasan dalam
mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan, dan target pengunaan anggaran.
Keleluasan kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah harus

dengan adanya prinsip-prinsip dari Good Governance yaitu sinergi antara kinerja,



tranparasi, dan akuntabilitas dalam pegelolaan keuangan. Good Governance
merupakan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 yang berisi tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu
pemerintah yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip prinsip
professional, akuntabilitas, transparasi, pelayanan prima, demokrasi,efesiensi,
supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dengan
terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan bagi setiap
pemerintah untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Maka
dari itu diperlukan pengembangan serta penerapan sistem pertanggungjawaban
yang tepat, jelas, terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan
secara berdayaguna dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi,
nepotisme (KKN).

Salah satu cara untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih
berdayaguna ,bersih, dan bertanggung jawab serta beriorientasi kepada hasil maka
perlu adanya Sistem akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sedangkan untuk
mengetahui tingkat akuntabilitasi dalam mencapai misi dan tujuan instansi
pemerintah dan dalam rangka perwujudan Good Governance maka adanya
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bahan
utama untuk evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia
(Inpres) “selanjutnya akan dijelaskan dengan inpres” Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan

setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara



untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan misi
dan tujuan yang ditetapkan oleh masing- masing instansi. Pertanggungjawaban
dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing,
lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya
disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintah. Laporan tersebut
menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan
prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data, pengklasifikasian, pengikhtisarian, dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi
pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai acuan
bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah.
Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategi dan
rencana kerja, serta pelaksanaan pengukuran kinerja, sebagai bagian yang tidak
dipisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara
keseluruhan.

Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi

Sumatera Barat merupakan pengemban amanat dan pemangku kepentingan



sehingga mengharuskan adanya koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam hal ini fungsi vertikal dalam melaporkan dan
mempertanggungjawabkan kinerja dalam kurun waktu masa jabatan.
Pertanggungjawaban dan pelaporan segala aktivitas dituangkan dalam Laporan
Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyajikan laporan tersebut
sebagai alat pengukur tingkat kesuksesan kinerja pada Badan Pengeloaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat (BPKAD). Laporan ini
disajikan atas berbagai laporan yang sama dari setiap instansi/Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan selanjutnya akan dijelaskan dengan SKPD melalui
hasil evaluasi dan rangkuman berbagai kinerja yang dihasilkan, sehingga tujuan
dan amanat laporan tersebut dapat tersampaikan.

Penyusunan laporan ini digunakan untuk menginformasi mengenai
proses dan hasil pencapaian tujuan serta sasaran juga menjelaskan tingkat
keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang ingin dicapai organisasi dan
diharapkan dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai
perbaikan sistem dan penyelangaraan manajemen kinerja pada Badan Pengeloaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat (BPKAD) dimasa yang akan
mendatang.

Selama ini pengukuran keberhasilan atau kegagalan pada sebuah instansi
pemerintah dalam menjalankan tugas pokoknya masih terlaksana kurang efektif
karena pengukuran instasi pemerintah hanya memperhatikan bagaimana
kemampuan instasi tersebut dalam menyerap anggaran.Suatu instansi dapat

dikatakan berhasil apabila dapat melakukan tugas pokok apabila dapat menyerap



seratus persen anggaran pemerintah tanpa memikirkan dampak dari program
tersebut masih jauh di bawah standar.

Kinerja pemerintah daerah adalah pencapaian atas keberhasilan
penyelenggaraan pemerintah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil,
manfaat, dan dampak. Sistem pengukuran yang merupakan elemen pokok dari
laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma penggukuran
keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja tersebut keberhasilan suatu instansi
pemerintah dapat dilihat dari kemampuan instansi, berdasarkan sumber daya yang
dikelola apakah berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Pertanggungjawaban dan segala pelaporan aktifitas dituangkan dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Badan
Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat
Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja dan
berdasarkan Permen PAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
menjadi pedoman penyusunan dan acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menjadikan laporan tersebut sebagai alat
pengukur tingkat kesuksesan kinerja. Laporan ini disajikan atas berbagai laporan
yang sama dari setiap instansi/SKPD melalui hasil evaluasi dan rangkuman
berbagai kinerja yang dihasilkan sedangkan tujuan dan amanat laporan tersebut

dapat disampaikan.



Prosedur penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
1. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja dilakukan
dengan cara:
a. Membandingkan realisasi, kinerja dengan sasaran atau target kinerja
yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam APBN/D
tahun berjalan;
b. Membandingkan realisasi program sampai dengan tahun berjalan
dengan sasaran atau target kinerja 5 (lima) tahunan yang
direncanakan dalam Renstra K/L/Renstra SKPD.
2. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja

Pengungkapan akuntabilitas kinerja adalah proses atau tindakan untuk
mengungkapkan secara transparan, baik kepada pihak internal maupun eksternal
mengenai hasil kinerja suatu organisasi, lembaga, atau entitas dalam mencapai
tujuan dan tanggungjawabnya. Ini melibatkan penyediaan informasi yang jelas,
akurat, dan lengkap tentang pencapaian kinerja, termasuk efisiensi, efektivitas,
dan dampak dari aktivitas atau program yang dilakukan.

Pengungkapan akuntabilitas kinerja dapat melibatkan berbagai jenis
informasi, termasuk laporan keuangan, laporan kinerja, evaluasi program, dan
informasi terkait lainnya yang relevan dengan aktivitas organisasi. Hal ini juga

dapat mencakup responsibilitas dalam hal pemenuhan standar etika, hukum, dan



peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, pengungkapan akuntabilitas kinerja
adalah upaya untuk menjaga integritas, transparansi, dan pertanggungjawaban
dalam kegiatan suatu organisasi atau entitas.

3. Analisis Kinerja

Analisis kinerja dalam LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah) merujuk pada proses evaluasi dan pengukuran kinerja suatu instansi
pemerintah atau organisasi sektor publik. Dalam konteks LAKIP, analisis kinerja
merupakan komponen penting untuk memastikan bahwa instansi pemerintah
bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik dan dapat memperbaiki
kinerja mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Analisis ini juga
memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat
keputusan yang lebih baik dalam perencanaan dan alokasi sumber daya di masa
depan.

Berdasarkan studi awal dengan melaksanakan wawancara demgan staff
sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Sumatera
Barat dalam membuat sebuah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) diperlukan data yang cukup dari setiap bagian. Kebutuhan data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertangungjawabkan serta dengan ketersediaan
data dan informasi yang akurat akan sangat menentukan langkah selanjutnya
dalam penentuan keberhasilan perencanaan. Sehingga diperlukannya koordinasi
yang baik dari setiap bagian-bagian yang ada. Akibat dari kurangnya koordinasi
dari setiap bagian akan mengakibatkan proses pengumpulan data terhambat yang

membuat tim penyusun sedikit kesusahan dalam menyusun Laporan



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini. Sehingga diperlukannya
koordinasi yang baik dari setiap bagian untuk mempermudah tim penyusun
dalam membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
tersebut dan dapat diselesaikan tepat waktu.

Prosedur penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) perlu diketahui agar dapat menghasilkan hasil yang lebih baik untuk
kedepannya dan sebagai alat ukur dari tingkat kesuksesan dari suatu instansi
pemerintah, untuk itu peneliti mengangkat judul tugas akhir adalah “Prosedur
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan
Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat Pada
Tahun 2023”.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka
perumusan masalah dalam penelitian ini adalah
1. Bagaimana Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan (LAKIP) Pada Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Provinsi Sumatera Barat?

2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dan bagaimana upaya dalam proses
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
Pada Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi

Sumatera Barat?



C.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka dapat

dirumuskan tujuan dari penelitian ini yaitu;

1.

D.

Untuk mengetahui Prosedur Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dan upayanya dalam
Prosedur Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera
Barat.

Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang didapat dalam penyusunan tugas akhir ini

diharapkan akan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1.

Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan maslah
secara ilmiah dan memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin
ilmu yang diperoleh.
Bagi Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi
Sumatera Barat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
masukan dan pertimbangan mengenai Prosedur Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
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3. Bagi Akademik
Sebagai sumber informasi dan referensi untuk memungkinkan
penelitian selanjutnya mengenai topik-topik yang berkaitan, baik yang

bersifat melanjutkan maupun melengkapi.



